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Abstrak

Fenelitian ini bertujuan untuk mengetahoi dan menganalisa pengarul Pendapsian Azli Daerah
mdap belanjn daerah pada kabupatenkota di Sumatera Barat, untuk mengetahui dan menganalis: penganh
n Alokast Umom lerhadap belanja diersh, Penelition ini merupakan penelition deskriptif dengan
nggunakan analisis ckonometika, Data yang digunakan delam penelitian ini adalal da sekunder dari
un 2001 sampai tahun 2007 Pegujian ditakukan dengan menggunakan analisis represi linear bergands,
sl regresi yamy dilekokan, diperoleh bahwa lerdapat pengaruh vang sigmifikan antara variabel belanja
mah dengan varizbel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umem, Mamun, pengarul Dana Alokasi
jum terhadap belanja daerab lehih besar dibandingkon dengan pengaruh Pendapotan Asli Dacrah rerhadap
inja dacrah . Berdasarkan hasil temuoan i was, penulis menvarankan ager Pernenintah kabopatenkota
mpu secarn mandin dalam membiavai belanja dacrah tanpa bergantung kepadn pemerintah pusat, din |
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

COtonomi dagrah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan
wijud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi daerah ini selaras dengan
diberlakukannva T No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UL No.
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kevangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. (tonomi daerah bermujuan untuk mewujudkan kemandirian
daerah schingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan
pemerintah pusat. Sampai saal ini olonomi dscrah sudsh begjalan di dap
kabupaten dan kota di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannva pemeriniah
daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat di dalam menpatur rumah
tangganya sendin {(Simanjuntak dalam Ndadan dan Adi, 2008). Dalam UL Na.32
Tahun 2004 disebutkan bahwa wnmk pelaksanaan kewenangan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Posat akan mentransfer Dana Perimbangan yvang terdiri dari
Dana Alokasi Umum (DALY}, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Bagi Hasil
vang bersumber dan pajak dan sumber dava alam, Disamping dana penimbangan
tersebut, Pemda mempunyal sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli
Daerah (PAD), serta pendapatan lain — lain yang sah.

Pertimbangan vang mendasar perlunya diselengearakan otonomi daerah
adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar neger, Kondisi di dalam negeni
mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. [
lain pihak, keadsan di lvar negen menunjukkan semakin maraknya globalisasi

vang menuntut daya seing tiap negara, termasuk permerintah daerahnya,



Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang {(Monomi Daerah, vang mulai
dilaksanakan secara eleknl tanggal 1 Janwar: 2001, merupakan kabijakan yang
dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah vang
sesungpuhnya.

Semenjak awal kemerdekaan sampal sekarang telah terdapat beberapa
peraturan  perundang-undangan  yang mengatlur  tentang  kebijakan Otonomi
[aerah. Salah satunva ULl 3/1974 vang menganul prinsip otonomi daerah yang
nyata dan bertanggung jawab. Berikutnya di bawah UL 22/1999 diama prinsip
otonomi dagrah vang luss, nyvata dan bertanggung jawab. Menurut Kuncoro
perbedaan antara otonomi daerah pada UL 5/1974 dengan UL 22/1999 adalah
bahwa pada UU 5/1974 hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur
dan mengurus rumahtangganys sendinl dengan peraturan  perundang-undanpan
vang berlaku sedangkan UL 2271999 otoda merupakan kewenanpgan daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakal selempal menunat
prakarsa  sendiri  berdasarkan sspirasi masyarakat sesual dengan peraturan
perundang-undangan, menurut Kuncoro hal ini menerangkan bahwa UL lama
menganut unsur kewajiban. UL bamy, menekankan bahwa otonomi daerah adalah
kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat dengan menekankan pada pentingnys aspirasi masyarakat, namun U
baru tidak menyvebutkan otonomi daerah sebagai hak (2004:22).

Dalam kontcks ckonomi, pemerintah merupakan pelaku penting dalam
perekonomian spatu negara terutama i negara sedang berkembang. Salah sat
peran stratepis pemerintah dalam perekonomian diimplementasikan dalam bentuk

kehijaksanaan fiskal. Kebijaksanaan fiskal berkaitan dengan tindakan pemerintah
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagal

berikut :

1.

Belanja daerah merupakan suatu rencana keuwangan vang bertujuan wnfuk
meningkatkan pembangunan daerah denpgan dana yang bersumber dari PAD
disamping bantuan dari pemenntah pusal. Dengan demikian maka tnghat
kemajuan pembangunan suatu daerah dengan daerah lain tidak sama, karena
tergantung polensi vang tersedia di daerah tersebut.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara serempak PAD dan DAU
berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, Dengan meninghkatnyva jumlah
PAD dan DAU pada suatu daerah akan menvebabkan peningkatan pada

belanja daerah.

. Pada pengujian pengaruh PAD terhadap belanja daerah secara individual

menunjukkan hasil yang tidak signifikan, Disebabkan karena rendahnva
proporsi PAD dibanding besamya transfer yang diberikan dari pemerintah
daerah ke pemenntah pusat.

Pada pengujian pengaruh DAL terhadap belanja daerah menunjukkan hasil
vang signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin besar jumlah DAL

maka semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah vang dikeluarkan.
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